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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 243/PMK.03/

TENTANG

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat
pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen
yang harus dilampirkan telah diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
534/KMK.04/2000;

b. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi surat
pemberitahuan, serta tata cara pengambilan,
pengisian, penandatanganan, dan penyampaian
Surat Pemberitahuan telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007
tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta
Tata Cara Pengambilan, Pengisian,
Penandatanganan, dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
152/PMK.03/2009;

c. bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak Pajak
Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari
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kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pajak Penghasilan telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007;

d. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerimaan
dan pengolahan Surat Pemberitahuan telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
185/PMK.03/2007;

e. bahwa ketentuan mengenai Wajib Pajak tertentu
yang dikecualikan dari pengenaan sanksi
administrasi berupa denda karena tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka
waktu yang ditentukan telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007;

f. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, dan
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
informasi, serta untuk memenuhi kewajiban
penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib
Pajak, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai
Surat Pemberitahuan (SPT);

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e dan huruf f, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 3 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), ayat
(3c), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 4
ayat (5), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (2) huruf h
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta
Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut
Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008.

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya
disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009.

4. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

5. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang PPN.

6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut
PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
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8. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

9. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pajak.

10. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

11. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan
yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman
surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat
Jenderal Pajak.

12. Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran
penulisan dan perhitungannya.

BAB II

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan
jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,
angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani
serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan
mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh
Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia
kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan
satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

BAB III

JENIS, BENTUK, DAN ISI SPT

Bagian Kesatu

Jenis dan Bentuk SPT

Pasal 3

(1) SPT meliputi:

a. SPT Tahunan PPh; dan

b. SPT Masa yang terdiri dari:

1. SPT Masa PPh;
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2. SPT Masa PPN; dan

3. SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

4.

(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

a. formulir kertas (hardcopy); atau

b. dokumen elektronik.

Bagian Kedua

Isi SPT

Pasal 4

(1) SPT paling sedikit memuat:

a. jenis pajak;

b. nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang
bersangkutan; dan

d. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

(2) SPT Tahunan PPh, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), juga memuat data mengenai:

a. jumlah peredaran usaha;

b. jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan
merupakan objek pajak;

c. jumlah Penghasilan Kena Pajak;

d. jumlah pajak yang terutang;

e. jumlah kredit pajak;

f. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

g. jumlah harta dan kewajiban;

h. tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan

i. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

(3) SPT Masa PPh, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), juga memuat data mengenai:

a. jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau
jumlah pajak dibayar;

b. tanggal pembayaran atau penyetoran; dan

c. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

(4) SPT Masa PPN, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada


